
BAB 1 

PEN DAH ULUAN 

A. Latar Belakaog Masalah 

Perkawi nan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki - laki 

dan seorang perempuan sehingga Jisebut sebagai pasangan suarni istri . 

berdasarkan akad nikah yang diatur menurut hukum Islam dan peraturan 

perundang-unclangan yang berlaku dengan tujuan untuk rnernbentu k 

ke luarga sakinah, mawwaddah, warrahma h. Dalarn Kornpi lasi Hukum 

Islam di Indones ia, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang 

sangat kuat (mitsaaqon Khalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan 

rne laksanakannya merupakan suatu ibadah .1 Perkawinan adalah suatu hal 

yang terpent ing dalarn kehi dupan rnanusia, karena merupakan tujuan hidup 

bagi man usia dan sa lah satu jalan rnendapatkan pahala dan ridho dari 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Hal ini berbeda dengan dengan Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata, yang hanya mern andang perkawinan sebaga i hubungan perdata 

saja. Berdasarkan Pasal I Undang - Undang Nornor I Tahun 1974 Tentang 

P~rkawinan, tarnpak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. 

Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

1 /\ min Suma, Himpunan Undang- undang Perdata Islam & Peraturan Pe/aksanaan Lainnya di 

Negara Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, him. 375 
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dengan seorang wanita sebagai suarn1 istri. sedangkan ''tujuan" 

perkawinan dirnaksud adalah : membentuk kcluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena se lain 

rnelibatkan kedua keluarga, juga leb ih berarti untuk rnelanjutkan keturunan 

yaitu anak. Keturunan rnerupakan hal penting dari gagasan rne laksanakan 

perkawinan . Kehadiran seorang anak rnerupakan kebahagiaan dan 

kesejahteraan bagi seorang ibu rnaupun keluarganya. karena anak 

merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan . 

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu rnendapatkan 

perawatan sebaik-baiknya dan rnerupakan tunas-tunas bangsa yang akan 

rneneruskan cita - cita bangsa, yaitu rnewujudkan suatu rnasyarakat ad il 

dan makrnur. Agar setiap anak dapat atau rnampu memikul tanggung 

jawabnya di rnasa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas­

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani , rohani 

maupun sosial. 

Namun dernikian, te rdapat pula keadaan bahwa kehadi ran seorang 

anak dalarn suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. 

Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang 

sah. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menirnbulkan 

banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam 

masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Di 

sam ping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri . 
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Ke lahiran seorang ana k luar kaw in tidak hanya diakibatkan oleh 

suatu hubungan di luar nikah saja. dalam keadaan tertentu terkadang 

pasangan calon pengantin sengaja tidak mencatatkan perkawinannya 

berdasarkan peraturan perunda ng - undangan yang berlaku dan bahkan 

sering melalaikannya, sehingga terjadilah perkawinan liar atau kawin di 

bawah tangan . Hal ini dapat terjadi karena pi hak pasangan pengantin ingin 

me:1ghindar dari aturan undang - undang. Peri stiwa perkawinan yang tidak 

dicatat oleh Pegawa i Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 

sesungguhnya baru muncul da lam kchidupan hukum masya rakat. 

kh ususnya bagi umat Islam tepatn ya pasca berlaku nya Undang - Undang 

Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam proses pelaksanaa n akad 

nikah seperti ini dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin wa nita 

bersama pengantin pria. ljab dari pihak wali pengantin wani ta I wakilnya 

(biasan ya tokoh agama) dan kabul dari penganti n pria I waki lnya. 

Biasanya perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh Pej abat Pegawa i Pencatat 

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Republik 

Indonesia. 

Kesengajaan untuk tidak mencatatkan suatu peri stiwa perkawinan 

tersebut kebanyakkan terjadi dalam perkawi nan di bawah umur karena 

hamil di luar nikah dan bagi seseorang yang ingin melakukan berpoli gami 

secara diam - diam agar tidak diketahui oleh istri dan anak-anak si suami . 

Jika rencana perkawinan ini diketahui oleh istri atau anak-anak si suami, 

pemikahan bisa gaga! , atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan nikah 
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seperti ini karena ingin menghindar dari aturan yang dimuat dalam 

Undang- Undang Nomor I Tatum 1974 tentang Perkawinan, seperti 

mengharuskan seorang suami, apabila ingin beristri lebih dari satu, harus 

mendapatkan persetujuan dari istrinya atau istri-istrinya dan setelah 

mendapat izin ctari Pengadilan Agama, atau harus memcnuhi umur bagi 

calon pengantin ( 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria ). 

Perkawinan yang tidak dicatat sering disebut dalam masyarakat dengan 

nikah di bawah tangan ata u nikah sirri. 

Menurut ketentuan Pasal 80 Kitab Undang - Undang Hukum 
Perdata, sebe lum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 
1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus 
dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasa l 81 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa 
perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan 
dihadapan Kantor Catatan Sipi1.2 

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah 
perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah, dianggap sah secara agama tetapi tidak 
mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti 
perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.3 

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum 

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat 

kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa 

2 
Mukhlisin Muz.arie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 
2002, him. 11 0. 

3 
Jaih Mubarok, Modernisasi /-lukum Perkawinan di Indonesia. 13andung: Pustaka Bani Quraisy, 
2005, him. 33 
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perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun 

demikian, dalam Pasal 5 ayat (I) Kompilasi Hukum Islam terdapi.lt 

informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebaga i syaral sah 

perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. 

Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diatur 

mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak terc<!tat. Dengan kata lain. 

perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. 

Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) 

Kompilasi Huxum Islam. Da lam penjelasan umum Pasal 7 Kompilasi 

Hukum Islam bahwa pasal ini diberlakukan setclah berlakunya Undang-

Undang Peradi lan Agama. 

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri 
untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak 
mendapat perlindungan hukum . Perkawinan yang demikian 
bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut 
M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan 
salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat 
menghilangkan hak -hak kaum perempuan .4 

Pemikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya 

tidak sah. 5 

Bagi kaum wan ita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan 

yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan 

hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap 

dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan 

4 M. Quraish Shihab, Perempuan, Jakarta: Lentera Hati , 2006, him. 216. 
5 

Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), Jakarta : FKUI. 2006, him . 83. 
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kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita 

dan anak. 

Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara 

agama dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Catatan Sipil , maka 

konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 junto 81 Kitab Undang­

Undang Hukum Perdata di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau 

antara suam ilayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan 

dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. 

Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan 

antara suami dan istrinya dan I atau suami I ayah dengan anak-anaknya 

serta ke luarganya, apabila di kem udian hari terdapat sa lah seorang yang 

meninggal dunia . 

Pasal 2 Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menentuka.n : 

(I) Perkawinan ada lah sah, apabi la dilakukan menurut hukum 

masing-mas ing agamanya dan kepercayaannya itu . 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawi nan tidak 

mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya/ 

akibat hukumnya, apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum 

agama/kepercayaan saja, tanpa melakukan pendaftaran perkawinan 

tersebut (di Kantor Catatan Sipil) yang berwenang. Dalam kondisi tersebut 
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dapat menimbulkan suatu ak ibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan 

dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan rnendapatkan 

kedudukan sebagai seorang anak luar kawin . 

Hal ini disebabkan karena Pasal 2 ayat (I) Undang - Undang 

Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu 

perkaw inan sah apabila dilak ukan rnenurut hukurn rnasing-masing agama 

dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang 

Nom or Tahun 1974 Tentang Perkawinan rnengharuskan untuk 

rne lakukan pencatatan terhadap set iap perkawinan yang telah di lakukan 

Dengan dem ikian apabi la suatu perkawinan tidak rnernenuhi kedua unsur 

sebaga i mana diatur dalam pasa l tersebut di atas. rnaka perkawinan 

dianggap be lu rn sah menurut hu kurn negara. 

Adalah Moerdiono seorang suam i yang sudah beristri menika h lagi 

dengan istri kedua, Hj. Aisyah Mokhtar, dengan akad nikah secara Islam 

tetapi tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) I Kantor Urusan 

Agama (KUA) yang berwenang. sehingga tidak dicatat da larn buk u akta 

nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkaw inan tersebut 

dilahirkan seorang anak laki -laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. 

Pasa l 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kemudian Pasal 

43 ayat (I) UUP tersebut menetapkan bahwa: ' Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
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keluarga ibunya.' Oleh sebab itu, Hj . A is yah Mokhtar maupun anaknya 

(Iqbal) merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketcntuan Pasa l 2 ayat 

(2) dan Pasal 43 ayat (I) Undang - Undang Pcrkawinan tersebut karcna 

perkawinan Hj. Aisyah tidak diakui menurut hukum dan anaknya (Iqbal) 

tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan 

keluarga ayahnya. 

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitu si No. 46/ PUU-VIII / 

20 I 0. anak yang dilahirkan dari perkawinan ata u nikah siri yang status 

hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil z ina yakni hanya punya 

hubungan hukum dengan ibunya. ( Pasal 43 ayat (I) Undang - Undang 

Nomor I Tahun 1974) Hal in i membawa konsekuensi, anak yang lahir dari 

kawin siri dan juga zina. menurut hukum Negara tidak mempunyai 

hubungan hukum dengan ayahnya. Selain itu, konsekuensi dari tidak 

adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak 

luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tctapi , 

kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melal ui Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/ PUU-VII II 2010 tentang penguj ian Pasa l 43 ayat (I) 

Undang-U ndang Perkawinan menyatakan anak yang lah ir di luar 

perkawi nan mempunyai hubun gan hukum dengan ayah bio logis, tak lagi 

hanya kepada ibu dan keluarga ibu . lmplikasi putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut tentunya memiliki implikasi positif dan negati f. Positi f 

ketika para pelaku nikah siri dan zina mendapatkan haknya untuk mewari s, 
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sisi buruknya hal mt merusak tatanan hukum yang telah lama 

d i laksanakan. 

Maka dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nom or 46/ PU U-V Il l/ 20 I 0 Tanggal 27 Februari 201 2 terse but, telah 

memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang per lu dibahas, dan 

berdasarkan pandangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti . 

menyusun, dan membahasnya dalam skripsi dengan judul "AKIBAT 

HUKlJM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ 

PUU-VIII/ 2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR 

01 LUAR PERKA WIN ANY ANG SAH." 

B. ldentifikasi dan Rumusan Masalah 

l. ldentifikasi Masalah 

Untuk mengarahkan penelitian ini , maka dalam skripsi ini di 

batasi6 pada permasalahan kaidah hukurn yang timbul pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VII II 20 I 0 yang berkaitan 

dengan status anak luar kawin dan akibat hukum dari Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nom or 46/ PU U V Ill / 20 I 0 terkait pengubahan 

Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan 

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 

Tuj uan pembatasan masalah adalah untuk membatasi masalah yang 

akan dibahas agar terfokus pada satu titik pembahasan dan tidak 

6 
Batasan masalah adalah melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkup sehingga 
dapat dipahami betul-betul. Li hat Husin Sayuti , (Pengantar Metodologi Rise/ Jakarta : Faar 
Agung, 1989), hlm.28 
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melebar pada hal yang lain. Dari uraian pertanyaan di atas maka dapat 

dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Jatar belakang dan identilikasi masalah yang disajikan 

di atas, terdapat beberapa rumusan perma~lahan yang perlu diangkat, 

diteliti serta dikaj i dalarn penelitian ini yai tu sebaga i berikut : 

I. Apakah kaidah hukurn yang tirnbul pasca Putusan Mahkamah 

Konstit usi Nomor 46/ PU U- V Ill / 20 I 0 yang berkaitan dengan 

status anak luar kawin? 

2. Apakah akibat huk urn dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nornor 

46/ PUU-V III / 20 10 terkait pengubahan Pasa l 43 ayat (I) Undang­

Undang Perkawinan rnengenai kedudukan anak yang lahir di luar 

perkaw inan yang sah? 

C. T ujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tuj uan Penelitian : 

a. Untuk rnengetahui kaidah hukum yang tirnbul pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-Y IJI / 20 10 yang 

berb.itan dengan status anak luar kaw in. 

b. Untuk mengetahui akibat huku m dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIlli 20 I 0 terkait pengubahan 

Pasal 43 ayat (I) Undang - Undang Perkawinan mengenai 

kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. 
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2. Manfaat Penelitian : 

a. Manfaat Praktis 

Sebagai sarana untuk memberikan ide atau bahan 

masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga Negara 

yang berhak membentuk atau memperbaharui undang-

undang, seh ingga peraturan yang sudah ada dapat d i perba i k i 

dan diberlakukan dengan sebaik-baiknya. 

b. Manfaat Teoritis 

Sebaga i sarana pelatihan dalam penulisan ka rya ilmiah 

secara mandiri, kreatiC inovatif yang sesuai minat, bakat dan 

daya imajinasi serta me nambah wawasan kemampuan. 

pengalaman dalam bidang penelitian hukum . Dengan 

Penelitian 1111 diharapkan dapat memper:j elas status 

keperdataan dan upaya mengurangi diskriminasi terhadap 

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. 

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran. 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teori merupakan landasan di dalam suatu penelitian, 

agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas- batas yang telah 

ditentukan.7 

7 Kocntjoroningrat, Metode Penelitian Maryarakat, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994, 
him. 9. 
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Hukum Perdata ialah rangkaian peraturan- peraturan hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dcngan orang 

yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan 

perseorangan.8 Hukum Perdata di Indonesia menurut ilmu hukum 

saat ini lazimnya terbagi dalam empat bagian, yang dirangkurn dalarn 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. ya itu :9Hukum tentang perihal 

orang (Buku 1), Hukum tentang kebendaan (B uku II), Hukum 

tentang perikatan (Buku Ill), dan Hukum tentang da lu warsa (Buku 

IV). 

Menurut cara rnempertahankannya terbagi menjadi :10Hukum 

Materil ya itu hukum yang rnemuat rangkaian peraturan yang 

mengatur kepentingan se rta hubungan berwujud perintah maupun 

larangan antar subyek hukum . Hukum FormiL ya itu rangkaian 

peraturan yang mengatu r bagaimana melaksanakan dan 

mempertahankan hukum materi I a tau cara - cara rncngaj ukan suatu 

perkara ke Pengadilan. 

a. Pengertian Perkawinan 

Menurut Pasa l I, Undang- Undang Perkawinan Nomor I 

Tahun 1974, perkaw inan adalah ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri 

8 Kansi l C.S.T, Pengantar 1/mu Hukum Dan Tala Hukum Indonesia, CcU!, Jakarta : Pencrhit 13alai 
Pustaka, 1989, him. 236. 
9 Subekti, Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermasa, 1994, hlm . l 7. 
10 Dian Sufiati , Kapita Selekta Hukum Perdata, 2003 , him. 4. 
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dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Kct uhanan Yang Maha Esa. 

Menurut PROF.DR.R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, 
Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi 
syarat - syarat yang termasuk dalam peraturan hukum 

k · II per aw man. 

b. Pengertian Anak 

Menurut Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 

23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 tahun, te rmasuk anak yang masih da lam kand ungan. 

Menurut Undang - Undang Kesejahteraan Anak Nomor 

4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum me ncapai 

umur 21 tahun, dan be lurn pern ah menikah. 

Sedangkan menurut Dra.S uryana rne r. gatakan bahwa 

Anak adalah sebagai rahmat Allah. amanat Allah. penguj i 

1man, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, 

tempat bergantung di hari tua, penyarnbung cita-cita., dan 

sebagai makhluk yang harus dididik . 

c. Pengertian Anak Luar Kawin 

Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak 

sah adalah anak yang dilahirkan dalarn atau akibat 

perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri 

11 Ali Afandi, Hukum Waris. Hukum Keluarga. 1/ukum PembukJian, (Jakarta, Renika Cipta.. 
1997),hlm.l44 
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sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Makajelas 

bahwa anak luar kawin adalah anal-. yang dilah irkan tidak 

dalam a tau a tau akibat perkawinan sah dan tidak dari hasi I 

pembuahan suami istri yang sah. 

Menurut Pasal 42 Undang - Undang perkawinan bahwa 

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah . Berdasarkan bunyi pasal 

tersebut, maka jelas bahwa anak luar kawin adalah anak yang 

la hir dalam keadaan orang tuanya tidak terikat hubungan 

perkawinan. 

Menurut Pasal 250 Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). anak sah adalah tiap - tiap anak yang 

dilahi rkan atau ditumbuhkan sepanJang perkawinan, 

rnemperoleh si suami sebagai Bapaknya . Berdasarkan pasal 

tersebut. maka jelaslah bahwa anak luar kawin anak yang 

tidak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan . 

d. Hak Anak 

Menurut Undang - Undang Perlindungan Anak Nornor 

23 Tahun 2002, seorang anak berhak untuk dapat hidup, 

turnbuh dan berkembang, Pasal 4; anak berhak atas nama 

sebagai identitas dan status kewarganegaraan, Pasal 5; anak 

berhak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang 
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tuanya sendiri , Pasal 7; dan anak berhak atas pelayanan 

kesehatan dan _jaminan sosial. li si k. mental , dan spi ritual. 

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 

menyebutkan bahwa anak berhak atas perne liharaan dan 

perlindungan baik sernasa dalarn kandungan. maupun 

sesudah dilahirkan, anak j uga berhak atas perlindungan 

terhadap lingkungan hidup yang dapat mernbahayakan atau 

rnengharnbat pertu mbuhan dan perkernbangannya dengan 

waJar, dan anak pun berhak atas pelayanan un tuk 

pengern bangan kernarn puan dan kehidupan sos ia lnya, sesuai 

dengan negara yang baik dan berguna. 

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asas i Manusia j uga mengatu r tentang perl indun gan anak 

yang menyatakan setiap anak berhak atas peri indungan oleh 

orangtua, ke luarga, rnasyarakat, dan negara. Hak anak adalah 

hak asasi rnanusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu 

diakui dan dilindungi oleh hukurn bahkan sejak dalam 

kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu 

nama dan status kewarganegaraan. 

e. Judicial Review atau Hak Uji Matcriil 

Adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh 

lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah 
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atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap 

peraturan perundang - undangan yang tingkatnya lebih tinggi. 

Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan mcnjadi dua 

macam, yaitu : 

I. Hak uji materiil atas Undang- Undang terhadap Undang-

Undang Dasar. yang menjadi wewenang Mahkarnah 

Konstitusi (lihat: Undang - Undang Dasar 1945 

Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat I Jo . Undang - Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi , 

Pasal I 0 ayat I huruf a) ; 

2. Hak Uj i Materiil terhadap peratu ran perundang -undangan 

yang tingkatannya leb ih rendah atau di bawah Undang-

Undang (seperti : Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Pres iden. Peraturan Daerah. dan lain - lain. ) terhadap 

peraturan perundang-undangan yang leb ih tinggi , yang 

menjadi wewenang Mahkamah Agu ng 

( lihat: Undang-Undang Dasar 1945 Arnandemen 
ke-3 Pasal 24 Ayat I Jo. Undang-Undang Nomor 14 
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 
tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah 
Agung I PERMA Nomor I tahun 1993 sebagaimana 
te lah diubah dengan PERMA Nomor I tahun 1999, 
terakhir dengan PERMA Nomor I tahun 2004). 12 

12 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi , Teori Dan lfu/t:.um Konslitusi , Jakarta, Raja Grafindo Persada 
2005, him. I 0 
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2. Kerangka Konseptual 

Suatu kerangka konseptual rncrupakan kerangka yang 

menggarnbarkan hubungan antara konscp-konsep kh usus ya ng ingin 

atau akan dite liti , akan tetapi rnerupakan suatu abstraksi dari gejala 

tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinarnakan fakta , sedangkan 

konsep rnerupakan suatu uraian rnengenai hubungan-hubungan 

dalarn fakta tersebut. 13 

Sebaga i titik tolak dari perumusan kerangka konseptual 

tersebut, dapatlah diuraikan beberapa pengertian dan istilah - istilah 

yang dipergunakan dalam penulisan ini , ya itu sebaga i berikut: 

a. Hukum ada lah Peraturan yang dibual oleh penguasa atau 

b. 

pemerintah, atau kepala adat yang berlaku di suatu tem pat atau 

negara. Undang - undang atau peraturan . Patokan, kaidah, 

ketentuan mengenai suatu peri stiwa. 

Subjek bukum adalah suatu pihak ya ng berdasarkan 
hukum telah mem punyai hak I kewajiban I kekuasaan 
tertentu atas sesuatu tertentu dan Objek hu kum adalah 
sega la sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukurn 
dimana segala hak dan kewaji ban serta kekuasan subjek 
hukum berkaitan di dalam nya.14 

Akibat hukum ialah segala akibat konsekuensi yang 
terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun 
akibat - akibat lain yang disebabkan oleh kejadian -
kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan 

13 
Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hulr.um , (Jakarta: Uni versitas Indonesia), hlm. l 32 . 

14 
Subekti , Op Cit, him. 9 
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send iri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat 
hukum .15 

c. Putusan ada lah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat 

Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan 

untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak 

yang berperkara. 

d. Mahkamah Konstitusi adalah suatu !em baga peradilan 
tertinggi , sebagai cabang kekuasaan yudikatif, dan 
berhak untuk mengadili perkara - perkara tertentu yang 
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang 
- Undang Dasar 1945. 16 

e. Anak ada lah keturunan kedu a.. manusia yang mas ih kec il, yang 

dilahirkan dari hasil percampuran kedua orang tuanya . 

f. Aoak Luar Kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan 

yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

1 s http://ugaul. wordpress.com/20 11 /03/ 18/pengcrtian-subjek-hukum-objek-hukum-dan-akibat­
hukum diunduh pada tanggal 24 juni 2012 pukul 11.00 WIA. 

16 Dahlan Thaib. Op Cit him: 3. 

Akibat Hukum..., Maju Franco, Fakultas Hukum 2012



3. Keraogka Pemikirao 

Perkawinan 
Sah 

ANAK 
SAH 

19 

I PERKA WINAN I 

Perkawinan 
Tidak Sah 

ANAK 
LUARKAWIN 

PERMASALAHAN 

1 

PUTUSAN 
MK 

AKIBAT 
KUKUM 
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E. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor 
suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian 
merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat 
ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai . Sebagai suatu karya 
ilmiah, penelitian 1111 mempunyai tujuan mengungkapkan 
kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam 
penelit ian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.17 

Metode pene litian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian 

yang digunakan sebagai cara kerja da lam penelitian . Adapun metode 

penelit ian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam 
skripsi ini adalah metode pendekatan yurid is nom1atit: berupa 
penelitian studi kepustakaan atau disebut juga penelitian 
hukurn norrnatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
rnernpergunakan data primer dan sekunder belaka. 18 

Pendekatan di lakukan melalui peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang penuli s ajukan, 

kemudian di hubungkan dengan fakta masa lah. 

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian in i bersifat deskriptif 

analitis, ya itu analisis data yang di lakukan tidak keluar dari 

I ingkup permasa lahan dan berdasarkan teori a tau konsep yang 

bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang 

17 Bambang Sunggono, Metode Penelitian 1/ukum, Jakarta, PT. Raja Ci rafindo Perkasa, 2003. 
him. 36. 
18 Ibid 
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seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan 

seperangkat data dengan seperangkat data ya ng lain 

2. Bahan Hukum Penelitian 

Penu I is menggunakan 3 jenis bah an hukum, yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, ya itu bahan hukum yang 

bersifat mernpunyai kekuatan mengikat, berupa ketentuan 

hukum yang tertu lis yang berlaku dan berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. seperti Undang­

Undang Perkawinan Nornor I Tahun 1974, Kompilasi hukum 

Islam (K I·II ), Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, serta 

Peraturan perundang-undangan yang lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 

bersi fat normati f. yang menjelaskan bahan hukum pnmer, 

bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, 

berupa I iteratur - I iteratur yang mendukung. seperti karya 

ilmiah, catatan perkuliahan, buku - buku, dan informas i bacaan 

yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari media 

elektronik, rnaupun informasi bacaan dari media cetak 
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c. Bahan Aukum Tertier 

Bahan hukum Tertier. ya itu bahan hukum yang bersi fat 

penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa. 

3. Teknik pengumpulan Bahan Aukum 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil 

data atau teori yang diperoleh melalui studi bahan - bahan 

kepustakaan. peraturan perundangan, buku - buku. majalah. 

catatan perkuliahan, dan bahan tertulis lai nnya . 

b. Putusan Pengadilan 

Melalui analisa terhadap Putusan Pengadilan, yang 

berkaitan dengan bahasan dari materi penulisan skripsi ini . 

c. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan dengan narasumber yang 

relevan dengan peneli ti an ini . Fungsi wawancara dalam 

penelitian ini adalah untuk melengkapi data yang ada. 

d. Analisis Data 

Pengumpulan data disajikan dalam bentuk deskripti( yaitu 

dengan cara menguraikan secara rinci materi yang dibahas 

dalam penulisan skripsi ini . 
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4. Teknik Peogolahan Bahan Hukum 

Penuli s menggunakan teknik pengolahan bahan hu kum 

dengan cara melakukan teknik pengurnpu lan bahan - bahan studi 

kepustakaan, lalu disusun secara sisternat is, diolah dan disajikan 

dalarn bentuk skripsi, dengan mernbandingkan teori atau azas 

hukurn yang telah ada, kemudian dihubungkan dengan pernbahasan 

dalarn pene litian ini. Dari hasilnyd ini diharapkan dapat terlihat 

adanya garnbaran dari rnateri utama. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Penulis rnenggunakan ana li sis bahan hukum yang te lah 

diperoleh dan terkurnpu l untuk rnenghasilkan tulisan yang bersifat 

deskriptif, ya itu rnenguraikan secara rinci rnengenai hal-hal yang 

penu lis bahas da larn penelit ian ini , rneia lui rnetode komparati( 

ya itu dengan mernband ingkan teori atau azas hukum yang satu 

dengan teori atau azas hukum yang la innya, untuk rnenghasilkan 

tulisan yang sesuai dengan perrnasalahan yang diangkat oleh 

penuli s. 

F. Sistematika penulisan 

Sisternatika penulisan skripsi ini di sajikan rnenurut aturan yang berlaku, 

sehingga dapat rnernudahkan untuk rnernaharninya, penuli san skripsi in i terdiri 

atas lima bab, dirnana tiap bab terbagi lagi rnenjadi subbab, dan diantara bab 

yang satu dengan bab yang lainnya sa ling berhubungan, penguraian terhadap 

Akibat Hukum..., Maju Franco, Fakultas Hukum 2012



24 

pokok bab dan sub-bab yang terdapat dalam penulisan skripsi tnt , yaitu 

berupa: 

Bab I : Pendahuluan 

Disajikan pada awal pembahasan, didalamnya terdapat gambaran 

permasalahan yang akan dibaha~, bab ini berisikan sub-bab sebagai berikut: 

Latar belakang masalah. berisi apa yang melatar belakangi penulisan skripsi 

ini. Identifikasi masalah, berisi pembatasan masalah. Perumusan masalah, 

berisi inti permasalahan. Tujuan Penelitian, berisi alasan disusunnya skripsi 

ini. Manfaat Penelitian, beri si untuk apakah di susunnya skripsi in i. Kerangka 

Teoritis, berisikan azas atau teori yang digunakan dan berhubungan dengan 

skripsi ini. Kerangka Konseptual, berisikan variabel dari konsep yang akan 

dibahas. Kerangka Pemikiran, berisikan bagan atau gambar dari permasalahan. 

Metode Penelitian, beris ikan cara kerja yang penulis gunakan. Sistematika 

Penulisan, beri si penyajian dari skripsi ini . 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan berisi penguraian mengenai landasan teori hukum atau 

azas hukum yang relevan dengan penelitian, di dalamnya tertuang penjelasan 

peri hal: Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang memuat Pengertian 

Perkawinan, Tuj uan Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan dan Akibat 

Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Anak luar kawin dan Kedudukan 

Hukum Anak luar kawin terhadap orang tuanya, serta Tinjauan umum tentang 

Mahkamah Konstitusi, sehingga memudahkan dalam melakukan pembahasan 

dan analisis hasil penelitian. 
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Bab Ill : Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan berisi Duduk perkaranya. Pcrtimbangan hukurnnya, 

serta Amar Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas kasus yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini . 

Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan berisi penjelasan dan penguraian mengenai ka idah 

hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU ­

VIll/ 20 I 0 yang berkaitan dengan status anak luar kawi n dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII / 20 10 yang men imbulkan adanya 

ak ibat hukum terkait pengubahan Pasa l 43 ayat (I) Undang - Undang Nom or I 

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah. 

Bab V: Penutup 

Pada bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari 

basil penelitian ini . 
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